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PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

SAIFUL  alias  SAIFUL  MUKMININ  bin  MUKAYAT,  NIK

6206100609900001, tempat tanggal lahir Subur Indah,

21  November  1988,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Petani,  tempat kediaman di  Kota Palangka

Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 6206106112910001,  tempat  tanggal  lahir  Sigam

Raya,  21  Desember  1991,  agama  Islam,  pendidikan

SD,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat

kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

                Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

   Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  185/Pdt.G/2023/PA.Plk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari  Sabtu tanggal  21 Mei  2011 M.  bertepatan dengan 17

Jumadil  Akhir  1432  H,  Pemohon  dengan  Termohon  melangsungkan

pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Katingan  Kuala,  Kabupaten  Katingan  sebagaimana
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ternyata  dari  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  102/18/V/2011  tanggal  23  Mei

2011;

2. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  mengambil  tempat

kediaman  di  Jalan  Subur  Indah  selama  10  tahun,  dan  sebagai  tempat

kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang

anak, bernama ANAK KANDUNG I, Nik 6206104111110002, tempat lahir di

Subur  Indah,  tanggal  01  November  2011,  jenis  kelamin  Perempuan,

pendidikan SD kelas 5, sekarang diasuh oleh Pemohon; 

4. Bahwa  sejak  15  April  2021  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan

Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain: 

a. Termohon pernah menuntut  nafkah melebihi  kemampuan

Pemohon tanpa alasan yang jelas; 

b. Apabila  terjadi  pertengkaran,  Termohon  pernah  berkata-

kata kasar dan membentak kepada Pemohon; 

c. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

terakhir tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

d. Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  untuk  menjemput

Termohon  untuk  kembali  tinggal  bersama  akan  tetapi  Termohon

menolak  untuk  tinggal  bersama  dengan  Pemohon  bahkan  Termohon

ingin meminta pisah kepada Pemohon;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  tersebut  terjadi  kurang  lebih  sejak  27  April  2021  karena

Termohon  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  yang

mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 2

tahun 26 hari

6. Bahwa  pihak  keluarga  dari  kedua  belah  pihak  belum  ada  usaha  untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon;
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7. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon   sudah tidak  lagi  dapat  dibina  dengan baik  sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan

permasalahannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon,  SAIFUL  alias  SAIFUL  MUKMININ  bin

MUKAYAT,  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon,

TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan  perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

 Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak   datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  menurut  relaas nomor

185/Pdt.G/2023/PA.Plk telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa,  di  persidangan Majelis  Hakim telah  memeriksa  identitas  para

pihak  dan  ternyata  keterangan  Pemohon  terhadap  data  Para  pihak  sama
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dengan  data  yang  termuat  dalam  permohonan  Pemohon  dan  tidak  ada

perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati  Pemohon agar berpikir  untuk

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti berupa: 

A. Surat

   1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  Nomor:  140.479/86/V-

BT/Pemtrantib/2023 atas nama Pemohon, tanggal 17 Mei 2023 yang

dikeluarkan oleh Lurah  Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  di

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis; 

   2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/18/V/2011 tanggal 23 Mei 2011

yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Katingan  Kuala,  Kabupaten  Katingan,

Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti  surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai  dan

telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Subur Indah, 06 Maret 1986, agama Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten

Katingan,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada
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pokoknya sebagai berikut :

    - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon; 

    - Bahwa hubungan antara  Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah; 

    - Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon   bertempat

tinggal di Kabupaten Katingan; 

    - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu)  orang  anak

yang sekarang ikut dengan Pemohon; 

    - Bahwa  kehidupan  rumah  tangga   Pemohon  dan  Termohon

sepengetahuan saksi  baik-baik  saja,  namun sejak  15 April  2021

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  namun  saksi  tidak

pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

    - Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara

Pemohon dengan  Termohon, yang saksi ketahui Termohon telah

pergi  meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak  2  (dua)  tahun

yang lalu; 

    - Bahwa  selama  kepergian  Termohon  dari  rumah  kediaman

bersama, antara keduanya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

    - Bahwa  saksi  sudah  berusaha  memberikan  masukan  kepada

Pemohon  agar  tidak  bercerai  dengan  Termohon,  namun  tidak

berhasil; 

Bahwa atas keterangan  saksi tersebut, Pemohon  tidak  mengajukan

pertanyaan kepada saksi ;

2.  SAKSI I, tempat tanggal lahir Subur Indah, 27 Mei 1999, agama Islam,

pendidikan SLTA,  pekerjaan Ibu  Rumah Tangga,  bertempat  tinggal  di

Kabupaten Katingan,  di  bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

    - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon; 

    - Bahwa hubungan antara  Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah; 
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    - Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon,   bertempat

tinggal di Kabupaten Katingan; 

    - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu)  orang  anak

yang sekarang ikut dengan Pemohon ; 

    - Bahwa  kehidupan  rumah  tangga   Pemohon  dan  Termohon

sepengetahuan saksi  baik-baik  saja,  namun sejak  15 April  2021

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  namun  saksi  tidak

pernah melihat langsung pertengkaran tersebut hanya cerita dari

Pemohon saja kalau mereka sering bertengkar;

    - Bahwa penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah melebihi

kemampuan  Pemohon  dan  Termohon  suka  berkata-kata  kasar

kepada Pemohon;

    - Bahwa antara Pemohon dan Termohon  pisah tempat tinggal sejak

tanggal 27 April 2021 atau 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon yang

pergi  dari  rumah kediaman bersama tanpa seiizin Pemohon dan

tinggal di Kota Palangka Raya; 

    - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan orang tua Pemohon ada

datang ke tempat Termohon untuk mengajak rukun kembali, namun

Termohon tidak mau lagi; 

    - Bahwa saksi juga sudah berusaha memberikan masukan kepada

Pemohon  agar  tidak  bercerai  dengan  Termohon,  namun  tidak

berhasil; 

       Bahwa atas keterangan  saksi tersebut, Pemohon  tidak  mengajukan

pertanyaan kepada saksi ;

 Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada

kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan

mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini; 

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  hadir  di  persidangan  sedangkan

Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk menghadap di

persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut

hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal

149 Ayat (1) R.Bg, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara

dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon selanjutnya Termohon harus dinyatakan

tidak  hadir,  dan  hal  mana  juga  sesuai  dengan  doktrin  hukum  yang

dikemukakan  oleh  ahli  Hukum  Islam  dalam  Kitab  Ahkamul  Qur’an  juz  II

halaman 405 : 

ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

له حق
Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan

cara  menasehati  Pemohon  agar  kiranya  tetap  mempertahankan  keutuhan

rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil,  Pemohon tetap

ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di  persidangan,

maka  perkara  a  quo tidak  dapat  dilaksanakan  mediasi  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

       Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam

permohonannya  adalah  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri,

rumah tangga Pemohon dengan Termohon  sudah tidak rukun, sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  tanggal  15  April  2021  disebabkan
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Termohon  menuntut  lebih  dari  kempauan  Pemohon  dan  suka  berkata-kata

kasar serta membentak Pemohon dan   puncak keretakan hubungan rumah

tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak

tanggal 27 April 2021, meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun

tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  tidak  pernah  datang  ke

persidangan,  yang  patut  diduga  bahwa  Termohon secara  tidak  langsung

mengakui dalil-dalil  permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian

ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap

membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil  permohonannya Pemohon

telah mengajukan alat  bukti  surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili

(bukti P.1) dan  fotokopi  Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan   P.2  menurut penilaian Majelis Hakim

telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867

dan Pasal  1888 KUH Perdata  jo Pasal  3 ayat (1) huruf  b Undang-Undang

Nomor 10 Tahun  2020 tentang Bea Meterai,  juga sesuai Putusan Mahkamah

Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah

menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006,

di  mana  dalam  perkara  ini  fotokopi  surat  dapat  diterima  dan  mempunyai

kekuatan  yang  sempurna  dan  mengikat,  sehingga  terbukti  bahwa Pemohon

dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara  ini

(persona  standi  in  judicio)  dan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Mei 2011 serta belum pernah bercerai di

Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Pemohon  sudah

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
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diatur dalam Pasal  172 ayat 1 R.Bg dan kedua orang Saksi Pemohon telah

didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya

satu sama lain saling bersesuaian,  serta  menguatkan dalil-dalil yang diajukan

Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  sebagaimana  yang  diatur  dalam

Pasal  Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

dan  Pemohon  dipandang  telah  mampu  membuktikan  dalil-dalil

permohonannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti  yang

diajukan Pemohon baik surat maupun saksi, Majelis Hakim dapat menemukan

fakta hukum yaitu :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon  sejak tanggal 15

April  2021  sudah  tidak  rukun  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,

disebabkan Termohon menutut lebih dari  kemampuan Pemohon dan suka

berkata-kata kasar kepada Pemohon; 

- Bahwa antara   Pemohon dengan  Termohon  sudah  pisah   rumah

sejak tanggal 27 April 2021 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa  usaha  merukunkan  sudah  dilakukan  oleh  keluarga  tetapi

tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum  di  atas,  Majelis Hakim

dapat menarik kesimpulan  yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak harmonis, sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak tanggal

15 April 2021 dan pisah  rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu , Majelis Hakim

menilai  rumah tangga  mereka  sudah  sulit  disatukan  kembali  untuk  menjadi

rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan

sebagaimana disebutkan dalam QS.  Ar-ruum ayat  21  dan Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam  sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat
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diwujudkan  oleh   Pemohon  dan  Termohon  dan  keadaan  seperti  ini  jika

dipertahankan justru  akan memberikan mudharat  yang berkepanjangan bagi

keluarga  tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada

menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai

berikut :

د

 

ر
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ا

ل
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ا
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م
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Artinya  :  “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan“ ;

Menimbang,  bahwa  selain  itu  Majelis  Hakim  menyandarkan

pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah

ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فان عزمواالطلق وان
Artinya  :  Dan  apabila  mereka  sudah  berketetapan  hati  untuk  talak,  maka
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sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  R.Bg  ayat  (1)

permohonan  Pemohon  harus  dikabulkan  dengan  tanpa  hadirnya  Termohon

(Verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh  Pemohon

telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi  alasan sebagaimana

dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf  ( f ) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan  Termohon

melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul) dan fakta persidangan tidak

ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk

Pasal  117  dan  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  permohonan  Pemohon

tersebut  dikabulkan  dengan  memberikan  izin  kepada   Pemohon  untuk

menjatuhkan  talak satu  raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama Palangka Raya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ; 
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3. Memberi  izin  kepada  Pemohon (SAIFUL  alias  SAIFUL

MUKMININ bin  MUKAYAT) untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap

Termohon  (TERMOHON) di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Palangka

Raya;

4. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar biaya  perkara

ini sejumlah Rp345.000,00- (tiga  ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan

tanggal  11 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh  Siti Fadiah, S.Ag. M.H. sebagai Ketua

Majelis,  Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota

tersebut,  dan  didampingi  oleh  Hj.  Mursitin,  S.H sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota 

ttd.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.
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Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mursitin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran
- Proses
- Panggilan
- PNBP Panggilan  
- Redaksi
-      Meterai  

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

30.000
75.000

200.000
20.000
10.000
10.000

- Jumlah Rp. 345.000
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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